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I. DETIL PERATURAN
Nama Keterangan
Bentuk Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 136
Tahun 2023
Judul Perubahan  Atas  Peraturan ~ Menteri  Keuangan ~ Nomor

112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Waijib Pajak Instansi
Pemerintah

Tempat Penetapan Jakarta

Tanggal Penetapan 8 Desember 2023

Tanggal Pengundangan 12 Desember 2023

12 Desember 2023

Tanggal Berlaku Efektif

1l. PEMBAHASAN

Pada dasarnya terhitung sejak 14 Juli 2022 Waijib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Penduduk
menggunakan NIK, sedangkan WP lainnya menggunakan NPWP 16 digit, untuk melaksanakan hak dan
memenuhi kewaijiban perpajakannya. Meski demikian, PMK ini mengatur WP OP Penduduk masih dapat
menggunakan NPWP dengan format 15 digit sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Perbandingan perubahan ketentuan disajikan dalam tabel di bawah ini.

[ No. | PMK No. 112/PMK.03/2022 PMK No. 136 Tahun 2023

1  Pasal 2 ayat (6) Pasal 2 ayat (6)

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan pada layanan
administrasi perpajakan secara terbatas sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 6
1) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan pada layanan
administrasi perpajakan secara terbatas sampai
dengan tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 6
1) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan

Penduduk yang tidak melakukan perubahan
data atas data identitas dengan status belum

Penduduk yang tidak melakukan perubahan
data atas data identitas dengan status belum

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah
dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis,
tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan
pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia,
tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa
izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber
hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.
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valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b, hanya dapat menggunakan
Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15
(lima belas) digit sampai dengan tanggal 31
Desember 2023 dalam layanan administrasi
perpajakan dan administrasi pihak lain yang
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat menggunakan layanan
administrasi perpajakan dan administrasi
pihak lain setelah melakukan perubahan data.

3) Penggunaan layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam hal
atas perubahan data tersebut telah dilakukan
pemadanan dengan data kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang menghasilkan data valid.

Pasal 9 ayat (3)

Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan sampai dengan tanggal 31 Desember
2023.

Pasal 10 ayat (1), (2), dan (4)

1) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri
untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
atau diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
secara jabatan sejak Peraturan Menteri ini
mulai berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2023, Direktur Jenderal Pajak:

a. mengaktivasi Nomor Induk
Kependudukan sebagai Nomor Pokok

12 Desember 2023
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valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b, hanya dapat menggunakan
Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15
(lima belas) digit sampai dengan tanggal 30
Juni 2024 dalam layanan administrasi
perpajakan dan administrasi pihak lain yang
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2) Dihapus.

3) Dihapus.

Pasal 9 ayat (3)

Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 10 ayat (1), (2), dan (4)

1) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri
untuk diberikan Nomor Pokok Woajib Pajak
atau diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
secarajabatan sejak Peraturan Menteri ini
mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni
2024, Direktur Jenderal Pajak:

a. mengaktivasi Nomor Induk
Kependudukan sebagai Nomor Pokok

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah
dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis,
tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan
pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia,
tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa
izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber
hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.
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2)

4)

Wajib Pajak dan memberikan Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 15
(lima belas) digit bagi Wajib Pajak orang
pribadi yang merupakan Penduduk; atau

b. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
dengan format 16 (enam belas) digit bagi
Wajib  Pajak orang pribadi bukan
Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib
Pajak Instansi Pemerintah; dan/atau

c. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
Cabang dan Nomor Identitas Tempat
Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang.

Dalam hal layanan administrasi perpajakan
dan administrasi pihak lain belum dapat
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
dengan format 16 (enam belas) digit, Wajib
Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib
Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi
Pemerintah tetap dapat menggunakan Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima
belas) digit untuk pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023.

Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Cabang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
digunakan untuk pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023.

5 Pasal 11

1)

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024:

a. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk
Kependudukan sebagai Nomor Pokok
Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib
Pajak dengan format 16 (enam belas)

2)

Wajib Pajak dan memberikan Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 15
(lima belas) digit bagi Wajib Pajak orang
pribadi yang merupakan Penduduk; atau

b. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
dengan format 16 (enam belas) digit bagi
Wajib  Pajak orang pribadi bukan
Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib
Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau

c. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
Cabang dan Nomor Identitas Tempat
Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang.

Dalam hal layanan administrasi perpajakan
dan administrasi pihak lain belum dapat
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
dengan format 16 (enam belas) digit, Wajib
Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib
Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi
Pemerintah tetap dapat menggunakan Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima
belas) digit untuk pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan sampai
dengan tanggal 30 Juni 2024.

Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Cabang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
digunakan untuk pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan sampai
dengan tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 11

1)

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024:

a. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk
Kependudukan sebagai Nomor Pokok
Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib
Pajak dengan format 16 (enam belas)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah
dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis,
tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan
pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia,
tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa
izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber
hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.
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Pasal 11 ayat (1a) sebelumnya tidak ada

digit dalam layanan administrasi yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak dan pihak lain;

Wajib  Pajak menggunakan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai
identitas tempat kegiatan usaha yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat
kedudukan; dan

pihak lain  yang menyelenggarakan
layanan administrasi yang
mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak harus menggunakan Nomor Induk
Kependudukan sebagai Nomor Pokok
Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib
Pajak dengan format 16 (enam belas)
digit dalam layanan dimaksud.

1a)

12 Desember 2023
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digit dalam layanan administrasi yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak dan pihak lain;

Wajib  Pajak menggunakan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai
identitas tempat kegiatan usaha yang
terpisah dari tempat tinggal atau tempat
kedudukan; dan

pihak lain  yang menyelenggarakan
layanan administrasi yang
mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak harus menggunakan Nomor Induk
Kependudukan sebagai Nomor Pokok
Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib
Pajak dengan format 16 (enam belas)
digit dalam layanan dimaksud.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
merupakan orang pribadi Penduduk tidak
dapat memanfaatkan layanan administrasi
perpajakan dan administrasi pihak lain yang
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
karena status data identitas belum padan
dengan data kependudukan, Wajib Pajak
dimaksud tetap dapat memanfaatkan layanan
administrasi  perpajakan dan administrasi
pihak lain setelah melakukan perubahan data
dan terhadap data tersebut dilakukan
pemadanan, yang menghasilkan data
identitas Wajib Pajak telah padan dengan
data kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4).

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah
dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis,
tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan
pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia,
tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa
izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber
hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.
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6

Pasal 12 ayat (2)
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara elektronik oleh Direktur Jenderal
Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang
paling sedikit memuat:
a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format
15 (lima belas) digit dan/atau Nomor
Pokok Wajib Pajak Cabang;dan
b. nama Wajib Pajak.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
ketentuan mengenai pencantuman Nomor Pokok
Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit
dan terbit sebelum tanggal 1 Januari 2024, tetap
berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun
penggantian atas ketentuan pencantuman Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas)
digit.

* %k ¥

Pasal 12 ayat (2)
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara elektronik oleh Direktur Jenderal
Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang
paling sedikit memuat:
a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format
15 (lima belas) digit, Nomor Pokok Wajib
Pajak Cabang, dan/atau Nomor Induk
Kependudukan;dan
b. nama Wajib Pajak.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
ketentuan mengenai pencantuman Nomor Pokok
Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit
dan terbit sebelum tanggal 1 Juli 2024, tetap
berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun
penggantian atas ketentuan pencantuman Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas)
digit.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah
dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis,
tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan
pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia,
tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa
izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber
hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.
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